Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses
Pemecahan Sertipikat Hak Milik Y ang Dilanjutkan Dengan Akta
Pembagian Hak Bersama Dan Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 990 PK/PDT/2020) = Responsihilities of Land Deeds
Officials in the Process of Splitting Freehold Title which are followed
bgt Deeds of Sharing of Shared Rights and Deeds of Sale and Purchase
(Study of Supreme Court Decision Number 990 PK/PDT/2020)

Katrine Novia, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail 2 d=9999920528160& | okasi=|okal

PPAT dalam menjalankan jabatannya seharusnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur dan
tidak berpihak dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah. PPAT juga harus bertanggung jawab atas
akta autentik yang dibuatnya, yaitu salah satunya Akta Pembagian Hak Bersama dan Akta Jual Beli. Salah
satu permasalahan yang ditemui terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 PK/PDT/2020
dimana adanya keterlibatan PPAT dalam proses pemecahan sertipikat dan pembuatan akta autentik. Hal ini
menimbulkan permasalahan dimana PPAT melakukan perbuatan melawan hukum terhadap akta autentik
yang dibuatnya dimana dalam Akta Pembagian Hak Bersama tanda tangan para pemilik sertipikat hak atas
tanah dipal sukan oleh penghadap yang datang sehingga menimbulkan suatu perbuatan hukum bersama-sama
dengan salah satu pemilik sertipikat hak atas tanah. Atas permasalahan tersebut, dalam penelitian ini akan
menganalisis mengenal tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pemecahan sertipikat
hak milik yang dilanjutkan dengan akta pembagian hak bersama dan aktajual beli dan akibat hukum jika
akta pembagian hak bersama sebagai dokumen rujukan tidak ditandatangan oleh seluruh ahli waris dalam
proses pemecahan sertipikat hak milik. Penelitian ini mengunakan metode penelitian doktrinal yang ditinjau
dari sudut sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PPAT bertanggung
jawab secara pidana, perdata dan administratif serta dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah PPAT
TN bertanggung jawab sebatas kuasa untuk melakukan pengurusan ke Kantor Pertanahan atau Badan
Pertanahan Nasional dan akibat hukum yang ditimbulkan bahwa Akta Pembagian Hak Bersama dapat
dibatalkan dengan dasar penyimpangan syarat formil tata cara pembuatan akta autentik dan Akta Jual Beli
dapat dibatalkan dengan dasar adanya penyimpangan dalam pembuatan akta autentik serta pembeli NA tidak
termasuk dalam kriteria pembeli yang beritikad baik.

...... Land Deeds Officialsin its position should work responsibilty, independently, honestly and impartialy
in the process of splitting freehold title. Also Land Deeds Officials must be responsible for the authentic
deeds, namely the Deed of Sharing of Shared Rights and the Deed of Sale and Purchase. The problemsis
found in the Supreme Court Decision Number 990 PK/PDT/2020 where there isinvolvement of Land Deeds
Officiasin the process of splitting freehold title and authentic deeds. This raises problem where the Land
Deeds Officials commits an unlawful act against the authentic deed he made where in the Deed of Sharing
of Joint Rights the signatures of the owners of the freehold title are falsified by one of the owners who come
to sign, causing alegal action. This study will analyze the responsibilities of the Land Deed Officia in the
process of splitting freehold title followed by the deed of sharing of joint rights and the deed of sale and
purchase and the legal consequencesif the deed of sharing of joint rights as a reference document is not
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signed by all the heirsin the process of splitting freehold title. This research uses doctrinal research method
which in terms of its nature is descriptive research. The results shows Land Deeds Officialsis liable
criminaly, civilly and administratively and in the process of splitting freehold title, Land Deeds Officials
TN isonly responsible as power to go to the Land Office and the resulting legal consequences that the Deed
of Sharing of Shared Rights can be canceled on the basis of deviation from the formal requirements of the
procedure for making an authentic deed and the Deed of Sale and Purchase can be canceled on the basis of
irregularities in making an authentic deed and the buyer is not included in the criteriafor a good faith buyer.



